
 
 

KEPALA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL 

KABUPATEN KENDAL 
 

RANCANGAN 

PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL 
NOMOR 08 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA KEBONAGUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa 

Kebonagung Nomor 09 Tahun  2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, 

maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Kebonagung Tahun Anggaran 2021; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel 

Kabupaten Kendal tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

   
     
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 



   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

   5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

   6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321. 

   8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan; 

   9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092; sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 112 tahun 2014  tentang Pemilihan 
Kepala Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1221; 



  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
  13. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Teringgal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1193); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor: 140.8598 Tahun 2017 
tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan 

Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014, dan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) ; 



  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

tentang  Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 ); 

  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1035); 

  26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa 
Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016 Nomor 47); 
  27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 

1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 152); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 157); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2); 
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13 ); 

  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atasan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); 

  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 

Seri E No. 47); 



  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 

50); 
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2019 Nomor 6); 

  37. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 
Nomor 6); 

  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 Tentang 

Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten 

Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2019 Nomor 76); 

  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor Nomor 79 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 
82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 
80); 

  40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 

Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81); 

  41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2019 Nomor 82); 

  42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 
13); 

  43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

  44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 67); 

  45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang 

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal 



Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2020 Nomor 69 ); 

  46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74 ); 

  47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 
Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 84 ); 
  48. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten 
Kendal;  

  49. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Taruna Agung;  
  50. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Aset Desa; 

  51. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung 

Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal); 
  52. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal 
Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 

2020 Nomor 12); 
  53. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 07 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebonagung 

Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Kebonagung 
Tahun 2020 Nomor 13 ); 

  54. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 09 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kebonagung 
Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Kebonagung 

Tahun 2020 Nomor 15 ). 
 

 
 

 

KEPALA DESA KEBONAGUNG 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 



Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian 

sebagai berikut: 

1 Pendapatan Desa  
 

 
a. Pendapatan Asli Desa : Rp 383.690.000,-    
b. Pendapatan Transfer : Rp 1.346.808.105,-  
c. Lain-lain Pendapatan yang sah : Rp 0,-                             

 Jumlah Pendapatan : Rp 1.730.498.105,-     
    

  2 Belanja Desa   
 

 a.  Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa : Rp 763.785.449,- 
  b.  Bidang Pembangunan Desa : Rp 757.264.100,- 

  c.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 42.877.500,- 

  d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 29.800.000,- 

  e.  Bidang Tak Terduga : Rp 109.655.400,-                       

 Jumlah Belanja : Rp 1.703.382.449,- 

  Surplus/Defisit : Rp 27.115.656,- 

 
  3 Pembiayaan   
 

 a.  Penerimaan Pembiayaan : Rp 12.884.344,- 
  b.  Pengeluaran Pembiayaan  : Rp 40.000.000,- 

  Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp (27.115.656,-) 

     

 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN : Rp 0,- 
 

Pasal 2 

 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

Pasal 3 

 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala 

Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

 



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kepala Desa ini  dalam Berita Desa Kebonagung. 

 

Ditetapkan di  Kebonagung  
Pada tanggal  30 Desember 2020 

 

      KEPALA DESA KEBONAGUNG 
 

 

 

W I D O D O 

 

 

 

Diundangkan di Kebonagung 

Pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DESA 

 

 

 

 

MOCH RIFQI ROSADI 

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2020 NOMOR 8 

 

 

  

  

  

 

 

  

 


